WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 3% TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan
pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta
mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan untuk
melaksanakan kewenangan pelayanan BPHTB di Kota Batam
maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Batam,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia
Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999),

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3318);




10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987),

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);



11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3643);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696),

15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 52);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

18.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;




Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BATAM  TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA
BATAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
Walikota adalah Walikota Batam.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.

o~ 0N

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan yang selanjutnya disingkat UPT Pelayanan BPHTB
adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah
pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau bangunan.

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

8 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan
dan bangunan.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Batam.



BAB il
TUGAS KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Pelayanan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan di bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
di Kota Batam serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2) UPT Pelayanan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
UPT Pelayanan BPHTB mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB);

c. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);,

d. Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

e. Penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);

f. Pemeriksaan dan penelitian data dan informasi pelayanan BHTB;

g. Pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik kepada
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota
Batam.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UPT Pelayanan BPHTB terdiri dari :
a. Kepala UPT,
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Eselonering Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha mengacu

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Struktur Organisasi UPT pelayanan BPHTB, sebagaimana tersebut
. pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

a.

BAB YV
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT
DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusari umum,
kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahahan yang berkaitan
dengan wurusan umum, kepegawaian, program, keuangan,
administrasi data dan pelaporan;

menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
laporan pelaksanaan kegiatan UPT;

menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum,
kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan
pelaporan;

menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta
permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata
laksana,

memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan,
penggandaan dan pendistribusian;

memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan
keprotokolan;

melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor
dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja,
ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan
sarana/prasarana kantor;



i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana kantor;

j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana kantor;

k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,
perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana
kantor,

|. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan
pendidikan dan pelatihan pegawai;

m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban
kerja;

n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

o. membuat usulan pengajuan  gaji, pemotongan  gaji,
pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai,

p. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing — masing unsur
organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT,;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT;

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya UPT-BPHTB
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota
Batam dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku.



BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3t Desember 2010

WALIKOTA BATAM
dto
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

dto
AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya
NIP.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR

Salinan seuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala Bagian Hukum

Demi Hasfinul Nst, SH, M.si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009




Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 3£ Tahun 2010
Tanggal : 3| Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

KEPALA UPT ‘
Sub Bagian Tata Usaha
JABATAN FUNGSIONAL

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Salinan seuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala Bagian Hukum

Demi Hasfinul Nst, SH, M.si
Pembina, Nip. 18671224 199403 1 009




